
 
BUPATI KARO 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 10 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

anggaran Pendapatan dan Balanja Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, 
Penggunaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092);   

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);                                

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5.Peraturan… 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 253); 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 478); 
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1883); 
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 0.7/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 

2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karo Nomor 02); 

  12. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo 
Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karo Tahun 2017 Nomor 03); 
  13. Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa di 

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06). 

 
MEMUTUSKAN... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017 

   
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karo; 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom; 
4. Bupati adalah Bupati Karo; 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa; 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Badan Umum Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

10. Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak 
bencana erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai 
ketentuan pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau 

kolektif dengan pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh 
pemerintah; 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

 
Pasal 2 

Dengan  Peraturan Bupati ini ditetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017  dengan rincian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati  ini. 
 

 

 
Pasal 3… 
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Pasal 3 

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan:  

a. alokasi dasar; dan 

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. 

 

Pasal 4 

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah 
ditetapkan dalam  lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2017. 

 

Pasal 5 

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang 

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

 
 

Pasal 6 

 
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

 
W          = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab –   

                  ADkab) 
 
Keterangan: 

 
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan   jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis Desa setiap kabupaten 
ZI = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

kabupaten 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten 

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk 
miskin Desa kabupaten 

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki 
Desa 

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten 

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam 
kabupaten 

 

 
 

 

Pasal 7… 
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Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 8 

 
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 
(2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, meliputi : 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 

3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesehatan masyarakat; 

2. pendidikan dan kebudayaan. 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi: 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 

pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran; dan 
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran. 

d. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi 

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 
 

(3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  meliputi : 
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 

b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 
c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. Pengembangan sistem informasi Desa; 

e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 

pemberdayaan masyarakat Desa penyandang disabilitas; 
f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 

bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 

i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, 
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya: 

j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak 
ketiga. 

 

 
 

 
Pasal 9… 
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Pasal 9 
 

(1) Khusus bagi desa yang direlokasi dan akan direlokasi akibat bencana erupsi 

Gunung Sinabung tidak boleh menggunakan Dana Desa untuk Program dan 
Kegiatan Pembangunan Desa. 

(2) Desa yang direlokasi dan akan direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut : 
1. Desa Gurukinayan 

2. Desa Tigapancur 
3. Desa Pintu Besi 
4. Desa Jeraya 

5. Desa Kutatengah 
6. Desa Kuta Gugung 

7. Desa Bekerah 
8. Desa Sukameriah 
9. Desa Simacem 

10. Desa Kutatonggal 
11. Desa Berastepu 
12. Desa Gamber 

13. Desa Sukanalu 
14. Desa Sigarang-garang 

15. Desa Mardingding 
 

Pasal 10 

 
(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk 

program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu kepada 
Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.   

(2) Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 11 

 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana 

Desa kepada Bupati. 

(2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
Pasal 12 

 
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember. 
        

Pasal 13 
 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan 

oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan 

bukti dimaksud. 
 

 
(3) Pengeluaran… 
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(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal  14 
 
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 

laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 
kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I; 

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya tahap II. 

(3) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat minggu kedua 
bulan Juli tahun anggaran berjalan; 

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling 
lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; 

c. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi 
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 

pengadaan, dan capaian output. 
(5) Tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 

output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disusun sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 15 
 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak 

menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi 
penggunaan tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan 
disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan 
penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

 

 
(4) SiLPA... 



-8- 

 
 

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana 
Desa yang diterima Desa. 

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari 
bupati. 

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan 
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 
Pasal 16 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

   
 

         Ditetapkan di Kabanjahe 

         pada tanggal                                   2017 
 
                             BUPATI KARO, 

 
 

 
                      TERKELIN BRAHMANA 
 

Diundangkan di Kabanjahe  

pada tanggal                              2017 

 
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 
 

 
 

                     JERNIH TARIGAN  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 N0M0R______ 
 


